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MOTTO

Revolusi bukan sekedar transisi dari satu tatanan ekonomi ke tatanan ekonomi

lainnya, walaupun memang demikian adanya. Revolusi adalah penaklukan

kepentingan ekonomi oleh kepentingan manusia.

Richard Geary ( Kamus Ideologi Politik Modern 1995: 284 )
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RINGKASAN

Masalah tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang peka, komplek
dan semakin lama semakin rumit dan sensitif. Salah satu masalah nasional di
bidang pertanahan, yaitu pengurusan tentang “hak-hak atas tanahnya”.
Mengingat tanah adalah merupakan sumber daya dan faktor produksi utama
bagi pembangunan maupun bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
dibidang produksi. Lebih-lebih penduduknya menggantungkan diri pada
bidang pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat sehari-hari (Kukuh
Achmadi. 1998 :1)

Pembaharuan Hukum Agraria pada dasarnya lebih banvak dimotivasi
oleh pengalaman pahit sejarah pertanahan di Indonesiy Khususnya selama
jaman penjajahan kolonial Belanda. Dari catatan sejarah. masyarakat petani
Indonesia selama penjajahan tersebut telah termarjialkan dan terproletarisasi
oleh kebijakan kolonial yang mengambili tanah-tanah pertanian untuk
dijadikan lahan pekebunan besar yang dikelola oleh investor dan pemerintah
Belanda sendiri. Beberapa contoh sejarah penindasan dj bidang pertanahan
tersebut antara lain : pemberlakuan sistem sewa tanah, penerapan culturstelses,
dan penerapan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet) yang
memarjinalkan para petani pribumi.

Dengan adanya pembaharuan agraria maka. penguasaan tanah
dikembalikan kepada masyarakat Indonesia khususnya petani dengan cara
peémerataan tanah sebagaimana yang diatur dalam UU No.56/Prp/1960 lentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dengan peraturan tersebut maka, para tuan
tanah yang memiliki tanah beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar yang

diperoleh dengan jalan membeli atau menerima gadai dari petani-petani yang
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tidak mampu dan miskin dapat ditarik kembalj dengan biaya ganti rugi dari
pemerintah. Atas tanah-tanah kelebihan yang ditarik kembali tersebut
kemudian akan diredistribusikan kepada para petani yang diprioritaskan bagi
mereka yang masih belum memiliki tanah sendiri Dengan demikian maka
keadilan dan pemerataan di bidang pertanahan bisa tercapai.

Disamping menetapkan luas batas maksimum dan minimum, UU
No0.56/Prp/1970 Juga mengatur tentang masalah gadai tanah. Dengan ketentuan
batas waktu gadai paling lama 7 tahun, diharapkan bagj para petani yang
menggadaikan tanahnya bisa mengerjakan kembali tanahnya lagi tanpa harus
menebus uang  gadai. Dengan sistem gadai demikian, keadilan mampu
terciptakan. karena selama gadai berlangsung, penerima gadai telah menggarap
tanah tersebut yang hasilnya telah dinikmat; oleh penerima gadai, Keuntungan
dari penggarapan tanah selama 7 tahun tersebut telah dianggap sebagai uang
tebusan gadai (Penjelasan Umum angka (9) huruf b UU No.56/Prp/1960).

Dalam  realitasnya, ternyata UU No.56/Prp/1960 harus mengalami
banyak tantangan dan hambatan khususnya selama pemerintahan Orde Bary.
Undang-undang tersebut nyaris tidak bisa berlaku efektif karena berseberangan
dengan kebijakan pembangunan Orde Bary yang mengutamakan akumulasi
modal dengan cara menggunakan tanah sebagai Jaminannya. Akibatnya banyak
petani-petani yang kembali harus tersingkir dari tanah garapannya karena
terkena proyek industrialisasi. Beberapa petani yang masith mampu bertahan
dengan lahannya ternyata juga tidak bisa diharapkan banyak karena harus
berhadapan dengan tingginya biaya pengelolaan dan perawatan tanaman, mulaj
dari harga pupuk, bibit, sampai obat-obatan yang sama sekali sulit terjangkau.

Dengan kondisi tersebut, tidak heran apabila banyak petani-petani  kita

X1
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kemudian terpaksa harus melepaskan tanahnya dengan cara menggadaikan
ataupun menjualnya demi menutupi biaya hidupnya.

Akhimya, penguasaan tanah-tanah partikulir kembali marak dan tuan-
tuan tanah juga kembali bermunculan karena ketidak mampuan petani dalam
menggarap tanahnya. Dengan melihat kondisi tersebut. tentunya efektifitas UU
No.56/Prp/1960 kembali diperlukan sebagai suaty solust untuk menyelamatkan
kehidupan para petani. Efektifitas UU No.56/Prp/1960 dapat dilakukan dengan
cara menerapkan kembali batas minimum dan maksimum serta menertibkan

gadai tanah yang sama sekali mengabaikan pasal 7 UU No.56/Prp/1960 yang
berbunyi :

lebih wajib mengembalikan tanah ity kepada pemiliknya dalam waky
sebulan setelah tanaman Yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak
untuk menuntut pembayaran uang tebusan,

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum
berlangsung 7 1ahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya
kembali setiap waktu setelah lanaman yang ada selesai dipanen, dengan
membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menwrut rumuys -

(7 + %) — waktu berlangsune hak gadai X

5
uang gadai dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai ity telah
berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah
tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah
lanaman yvang ada selesai dipanen.

(3) Ketentuan dalam avat (2} pasal ini berlaky Juga terhadap hak gadai yang
diadakan sesudah nudai berlakunya peraturan ini

Tujuan dari penerapan pasal 7 UU No.56/Prp/1960 tersebut dimaksudkan
untuk  meminimalisir kembalji terjadinya tuan-tanah-tuan tanah baru yang

memiliki tanah para petani secara berlebihan Disamping itu, terhadap Hak

X1l
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I.LI.  Latar Belakang

Masalah tanah di Indonesia merupakan suatu hal vang peka, komplek dan
semakin lama semakin rumit dan sensitif. Salah satu masalah nastonal di bidang
pertanahan. yaitu pengurusan tentang “hak-hak atas tanahnya™. Mengingat tanah
adalah merupakan sumber daya dan faktor produksi utama bagi pembangunan
maupun bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dibidang produksi. Lebih-lebih
penduduknya menggantungkan diri pada bidang pertanian sebagai mata pencaharian
masyarakat sehari-hari (Kukuh Achmadi, 1998 1)

Dalam perkembangan sejarah pertanahan Indonesia, khususnya di masa
kolonialisme sampai masa kemerdekaan, tercatat banyak kasus-kasus pertanahan
yang selalu menimbulkan konflik batk antara rakyat dengan pemilik modal, rakyat
dengan kekuasaan maupun antara rakyat itu sendiri Bahkan sefama penjajahan,
rakvat Indonesia telah termarjinalkan darni tanah sebagai sumber kehidupannya akibat
penerapan kebijakan pertanahan kolonial vang menindas. Beberapa contoh sejarah
penindasan di bidang pertanahan tersebuyt antara lain : pemberlakuan sistem sewa
tanah, penerapan calturstelses, dan pencrapan  Undang-Undang Agraria 1870
(Agrarische Wet) yang memarjinalkan atay kurang memperhatikan para petani
pribumi (Donny Tri, 1998 - 18).

Cara eksploitasi vang dilakukan kolonialisme Belanda adalah dengan
menjadikan tanah di Indonesia sebagai alat komoditas. Tujuannya untuk menarik para
pemilik modal asing terutama yang ada di negeri Belanda agar mau menanamkan
modalnya di Indonesiz. Tanah yang ditawarkan pemerintah kolonial adalah tanah-
tanah subur untuk dijadikan areal perkebunan.

Implikasi kebijakan tersebut membuat sebagian besar para petani di Indonesia

kehilangan hak garapannya karena diambil alih perusahaan Belanda untuk dijadikan
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lahan perkebunan, Sebaliknya, para petani terpaksa harus beralih profesi sebagai
buruh-buruh perkebunan yang bekerja pada perusahaan Belanda tersebut

Ketika kemerdekaan Indonesia lercapai, teryata bidang pertanahan masih
memiliki permasalahan yang cukup besar, mengingat pemerintah saat ity masih
belum  memiliki kebijakan  pertanahan nasional, kecuali kebijakan  pertanahan
peminggalan kolonial vang masih bersifat dualisme hukum. Dualisme hukum ity pada
masa Beianda dilakukan dengan cara memberlakukan sebagian ketentuan-ketentuan
hukum barat dan sebagian lagi memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum adat. Jadi
apabila hukum barat menguntungkan pemerintah kolonial dalam hal ini kaum modal
swasta Belanda maka diperlakukan hukum barat. Sedangkan kalau hukum barat tidka
menguntungkan maka dipakailah ketentuan hukum adat. Akibatnya kedudukan
hukum pada saat ity tidak dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak
terutama bagi rakyat pribumi. Sebab pejalanan hukum saat ity semata-mata
didasarkan pada tujuan dan sendi-sendi politik pemerintah Jajahan, misalnya dalam
bentuk tanam paksa (Kukuh Achmadi, 1998 - 2).

Untuk itulah maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkanlah Undang-
Undang Pokok Agraria (UU No. 5/ 1960) yang bertujuan melakukan pembaharuan
hukum agraria yang memprioritaskan keadilan dj bidang pertahanan untuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, pembaharuan di bidang agraria tersebut
ternyata mengalami tantangan dan hambatan yang cukup besar. Seringkali kebijakan
pertanahan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
tersebut harus berbenturan dengan kebijakan pembangunan vang dilaksanakan
khususnya selama Orde Baru. Beberapa fenomena yang timbul, justru para petani
yang mestinya mendapatkan keadilan dalam upaya pemerataan tanah malah kembali
tergusur akibat pencanangan pembangunan yang bersifat industrialis selama Orde
Baru.

Proyek-proyek mercusuar berupa pabrik-pabrik industri acapkali harus

memakan fahan-lahan pertanian vang pada dasarnya merupakan sumber kehidupan
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rakyat kita yang mayoritas masih berprofesi sebagai petani. Bahkan tidak hanya itu.
untuk kebutuhan konsumtif kaum elit berupa lapangan golf, pacuan kuda, sirkuit
balap mobil, perumahan real estate, para petani kita pun masih harus mengalah
dengan memberikan lahannya dengan alasan untuk kepentingan pembangunan.
Kontradiksi-kontradiksi kebijakan pertanahan ity seperti tersebut di atas
selama Orde Bary sering marak terjadi. Berdasarkan itulah, maka penyusun tertarik
untuk membahas tamangan dan hambatan pembaharuan di bidang agraria tersebut
dengan harapan untuk bisa memperoleh kesimpulan yang dapat memberikan solusj
demi kebijakan pertanahan Indonesia ke depan seiring dengan semakin pesatnya

perkembangan sosial di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan vang perlu dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebaga
berikut :
I. Bagaimanakah kebijakan pertanahan di Indonesia menuru Undang-Undang
Nomor 56 Prp 1960
2. Kendala-kendala apa sajakah vang dihadapi Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960

dalam upaya mewujudkan pembaharuan hukum agraria di Indonesia ?

)

Sejauh  manakah relevansi Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 dalam
Menghadapi masalah pertanahan di Indonesia saat inj ?
1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian Yaitu tujuan yang
bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

I.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi (legul opmion) ini adalah suatu tujuan

yang sifatnya akademis vaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada almamater Fakuyltas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus
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Dalam Penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan khusus vaitu
I Ingin mengetahui arah kebijakan pertanahan dj Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 56 Prp 1960

8)

Ingin mengetahui tentang kendala-kendala Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960

dalam upaya mewujudkan pembaharuan hukum agraria di Indonesia

(5% ]

Ingin  mengetahui relevansi Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 dalam

menghadapi masalah pertanahan di Indonesia saat inj

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penyusun pakai adalah metode diskriptif, yakni
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan di lapangan
yang kemudian di analisa berdasarkan hasil kepustakaan dan untuk memperoleh

Jawaban yang benar.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi  inj menggunakan pendekatan sosiologis-vuridis, suatuy
pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan
dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti ialah data
sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan {Soerjono Soekanto, :
1986 : 52).

Pendekatan scsiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan

dengan Peraturan perundang-undangan dan teor yang berlaku.
1.4.2. Sumber Data

. Primer
Data primer ini diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan lewat
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang
masalah kebijakan landreform di Indonesia. Pihak-pihak terkait tersebut antara
lain Pemerintah Daerah Kabupaten 11 jember, KantorBadan Pertanahan Nasional

(BPN) Jember, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat konflik pertanahan
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Khususnya vang berada di Kabupaten Jember, serta kalangan akademisi dan
organisasi kemasyarakatan yang selama ini aktif terlibat dalam masalah

pertanahan.

t

Sekunder ’
Data sekunder merupakan data vang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-
referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan
pokok permasalanan yang ada.
1.4.3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data-data dalam penulisan Legal
Opinion ini, maka penulis menggunakan cara melaluj -
I Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan ini bertujuan
untuk memperoleh data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-

undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang relevan.

o

Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melaly;
wawancara baik lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak yvang terkait dan
mengerti tentang masalah landreform. Sedangkan responden yang diambil
datanya berasal dari rakyat Sukorejo, Ketajek, Curahnongko, Kanwil Badan
Pertanahan Nasional J atim, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jember
1.4.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data dikenal dengan metode Kuantitauf dan
kualitanf Pendekatan Kuantitatif pada dasarnva berart penyorotan terhadap masalah-
masalah serta usaha-usaha pemecahannya yang dilakukan pada pengukuran, vang
memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentuy vang kemudian ditarik
suatu generalisasi vang seluas mungkin ruang lingkupnva.  Pendekatan Kualitatif
merupakan tata cara penelitian vang menghasilkan data diskriptif vaity apa vang
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk

memahami atau mengerti gejala yang diteliti ( Soerjono Soekanto, 1986 - 32).
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Digital Repository Universitas Jember

Dalam penulisan legal opinion inj penulis menggunakan metode kuahtatif
karena vang diteliti mengenal pendapat, perilaku. gejala-gejala sosial di dalam
masvarakat akibat diberlakukannya suaty peraturan perundang-undangan Sedangkan
untuk keperluan analisanya digunakan suary anahisa deskripuf vaig yang mencoba
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dengan diserta
analisa yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan vang benar
(Soerjono Soekanto. 1986 - 33).
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BAB I1
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Masalah pertanahan di [ndonesia, jika diruntur dari kronologis historis pada
dasarnya berawal sejarah penjajahan di Indonesia. Karena munculnya kolonialisme
dan imperialisme juga tdak bisa dilepaskan dari ketergantungan manusia terhadap
tanah. Keterbatasan lahan dan sumber daya alam dan meningkatnya produksi barang
adalah penyebab utama munculnya kolonialisme khususnya di Indonesia Tidak heran
pula jika hegemoni pemerintahan Hindia-Belanda selama 350 tahun di Indonesia
mampu  mensejahterakan rakyat Belanda yang sebagian besar biaya hidupnya
ditopang oleh sumber daya alam yang dikeruk dari Indonesia. Pemberlakuan sistem
sewa tanah. penerapan cudturseelses, dan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische
Wet) adalah beberapa cara yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam
upaya mengeksploitasi tanah dan tenaga Kkerja rakyat Indonesia.( Loekman
Sutrisno,1995:48). Selama masa penjajahan tersebut, rakyat Indonesia terpaksa harus
termarjinalisasi dan terproletarisasi, yang sebelumnya menjadi petani harus beralih
profesi menjadi  buruh-buruh perkebunan (onderneming) besar vang dikuasai
Belanda. Akibatnya kelaparan dan kemiskinan harus dihadapi oleh rakyat Indonesia
saat itu.

Eksploitasi di bidang pertanahan selama masa penjajahan tersebut telah
menuntut pemerintah Republik Indonesia merubah peraturan-peraturan kolonial
untuk segera diganti dengan peraturan nasional yang bisa berpihak kepada keadilan
dan kepentingan rakyat Indonesia. Perubahan itu dikenal dengan istilah agrarian
reform  yang menyangkut perombakan  sistem politik pertanahan dan upava
penyusunan hukum pertanahan bary.

Agrarian  reform ity kemudian dimanifestasikan dalam sebuah bentuk
peraturan yaitu UU. No.5/1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria yang mengacy pada prinsip-prinsip dasar pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Dari
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keseluruhan konsep agrarian reform, salah satu konsep yang paling urgen dan
menjadi prioritas utama pemerintah adalah masalah pemerataan pemilikan tanah yang
tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah
yang melampaui batas tidak diperkenankan”,

Untuk  melaksanakan pemerataan - pemilikan  tanah ity pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No.56/Prp/1960 ientang Penetapan Luas  Tanah
Pertanian dan Peraturan Pemerintah No.224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian
Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Bagi tanah yang melebihi jumlah batas maksimum
maka akan diberikan ganti rugi oleh negara yang kemudian atas tanah kelebihan itu
ditetapkan sebagai obyek landreform untuk diredistribusikan kepada petani
penggarap. Selain tanah kelebihan maksimum, tanah vang dapat dijadikan sebagai
obyek landreform lainnya adalah tanah-tanah vang dikuasai langsung oleh negara
vang tidak produktif, terlantar dan menyimpang dalam penggunaann_\'a-

Proses efektifitas pelaksanaan landreform dalam perkembangannya ternyata
mengalami stagnasi pada masa pemerintahan Orde Baru, Bahkan konsep landreform
pada akhimya menjadi polemik tersendini setelah pecahnya peristiwa gerakan 30
September. Polemik ity muncul akibat adanya asums;i bahwa konsep landreform
adalah pola atau ajaran komunis. Karena polemik ity maka banyak kalangan yang
meminta pelarangan dan pencabutan peraturan tentang landreform.

Bahkan tanah-tanah yang telah diredistribusikan kepada petani, dipaksa untuk
dikembalikan pada pemiliknya semula. Tindakan-tindakan tersebut hampir sebagian
besar telah dilakukan dj beberapa daerah. Sehubungan dengan mulai munculnya
kejadian tersebut di atas, maka Dirjen Agraria dan Transmigrasi, Soejono Soeparto,
dalam pidatonya di Sidang Panitia Landreform Propinsi Sumatera Utara dj Medan
pada tanggal 23 November 1966, segera menegaskan bahwa:

* landreform yang dilaksanakan di Indonesia bukan konsep Partai Komunis
Indonesia, melainkan murn; konsep revolusi Indonesia yang bertujuan
mencapai masyarakat sosialis Pancasila” (Boedi Harsono, 1968 : 280),
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Walaupun masalah landreform telah dijernihkan, namun selama pemerintahan
Orde Baru, pelaksanaan landreform sama sekali tidak diefektifkan. Sebaliknya,
pemenintahan Orde Bary Justru mengembalikan fungsi tanah menjadi alat komoditas
seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial dij masa penjajahan.
Akibatnya, banyak rakyat Indonesia vang berprofesi sebagai petani kembali harus
Kehilangan tanahnya karena diambil alih para pemilik modal untuk dijadikan proyek
industri {Loekman Soetrisno, 1995 146).

Selama tiga dasa warsa pemerintahan Orde Baru. konflik-konflik pertanahan
kembali marak bahkan terkadang berujung pada radikalisasi petani. Dari fakta-fakta
yang ada, tidak sering konflik-konflik pertanahan yang muncul tersebut harus
berakibat hilangnya nvawa dan kerugian materiil lainnya. Penyebab mendasar dari
radikalisasi kaum tani tersebut adalah masalah pembebasan tanah yang bersangkut
paut dengan ganti rugi, serta konflik nasionalisasi dari Hak Guna Usaha (HGU)
perkebunan vang dituntut untuk menjadi hak milik oleh para petani.

Darn catatan vang ada beberapa konflik tanah yang mengakibatkan korban
nyawa dan kerugian materiil antara lain, tragedi Nipah di Madura yang menewaskan
4 orang penduduk: terbunuhnya seorang Lurah dalam kasus tanah bendungan Jipan di
Bojonegoro; penembakan warga Kartajawa Kecamatan Ciranjang kabupaten Cianjur
oleh aparat dalam kasus Saguling dan Cirata; pembelian tanah dan paksaan
bertransmigrasi rakyat lembah sungai Serang dan Uter Jawa Tengah; penggusuran
dan pengusiran warga Simo Gunung di Surabaya, perlawanan rakyat Gajah Mungkur
Wonogiri Jawa Tengah terhadap cara pembebasan tanah vang dihargai hanya Rp
28/meter; dan yang palmg ramai adalah masalah kasus rakyat Kedung Ombo yang
sampai melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari rakyat, petani, LSM., pelajar,
mahasiswa, kaum intelektual, rohaniawan, wartawan, Mahkamah Agung, aparat darj
lurah hingga presiden (Lukman Wijaya, 1997 : 2] )

Di Kabupaten Jember tercatat beberapa konflik tanah yang ada antara lain

pembakaran 32 gudang milik PTPN X oleh petani Jenggawah yang telah menjadi
kasus nasional, pengambilan paksa lahan pertanian yang dikuasai Kodam
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ViBrawijaya oleh petani Sukorejo, tragedi penembakan rakyat Ketajek oleh aparat
Kepolisian yang menewaskan ] orang dan 6 orang lainnya menderita luka tembak
dalam kasus sengketa tanah antara rakyat ketajek dan Perkebunan Daerah Pemda
Tingkat 11 Jember: pendudukan tanah PTPN XII oleh rakyat Curahnongko: sengketa
Renes dan Mangaran. serta beberapa kasus tanah lainnya (Sonny T.D.. 1998 - 2).

Contoh-contoh konflik pertanahan di atas adalah implikasi dari kebijakan
developmentalisme Orde Bary yang telah memaksa rakyat Indonesia menuju proses
industrialisasi. Kebijakan pertanahan yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia, ternyata  justru sebaliknya telah membuat
termarjinalisasi dan terproletarisasinya para petani Indonesia seperti pada jaman
kolonialisme dulu. Keterjebakan itu pada dasarnya memang tidak terletak pada isi
Undang-Undang No.5/1960 (UUPA) dan Undang-Undang No.56/Prp/1960 (Undang-
Undang Landreform) sebagai manifestasi UUD 1945. Namun sikap ambivalensi
kebijakan Orde Baru yang telah membuat terkontradiksinva hukum pertanahan
dengan kebijakan pembangunan vyang dilakukan Akhirnya, hukum pertanahan
Indonesia terpaksa harus kehilangan relevansinya selama tiga dekade karena legalitas
hukumnya yang tidak diberikan legitimasi.

Kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Bary hampir kesemuanya terkontradiksi
dengan kebijakan agraria Indonesia. Tercatat beberapa peraturan yang kontradiktif
antara lain : Undang-Undang No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-
Undang No.1/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, serta beberapa
peraturan lainnya di bawah undang-undang, Dari kesemua kebijakan undang-undang
itu, tidak satu pun vang membela nastb para petant, schalikn_\'u._paru pemilik
modallah yang bisa leluasa memantaatkan tanah petan; lanpa ada larangan peraturan
yang berarti. Bahkan secara eksplisit Undang-Undang Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah nvata-nyata

menghilangkan fungsi sosial tanah dengan menjadikan tanah sebagai alat komoditas.
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2.2 Dasar Hukum
Sebagai sebuah karya tulis tlmiah, maka skripsi ini Juga di lengkapi dengan
landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan
Adapun dasar-dasar hukum vang digunakan dalam skripsi ini antara lain
221 Pasal 33 UUD 1945
222 Pasal 7 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
2.2.3 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pembaharuan Hukum Agraria

Pembaharuan hukum agraria dapat diartikan pula dengan perkataan
landreform yang artinya perobahan dasar (perombakan) struktur pertanahan (Bagoes
Soenargo, 1988 - 1). Dalam hukum keperdataan Indonesia dikenal dua perkataan,
yaitu agrarian reform dan landrefrom. Dua perkataan ini kadang-kadang disebut Juga
landreform dalam arti luas dan sempit. Agrarian reform atau landreform dalam arti
luas  menyangkut perombakan  politik pertanahan, penyusunan bary hukum
pertanahan, sedangkan landreform dalam arti sempit hanya menyangkut perombakan
struktur dan sistem pertanahan (Sadjarwo, 1978 - 57).

Pengertian landreform dalam arti luas telah disebutkan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UU NO0.5/1960) maupun Undang-Undang No.56/Prp/1960
vang sama dengan pengertian landreform menurut vers; Food and Agricultural
Organisation (FAO) yaitu -

landreform adalah dianggap meliputi suary program tindakan vang saling
herhwbungan yang bertujuan untuk menghilangkan pw.'ghulw?g—penghafmz(u;
dibidang ckonomi, sosial yang timbul dari kekurcmgcu:-kekumngm-r yang
terdapat dalam strukiur pertanahan. Dalam arti sempit landreform berarii
perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, yang menyangkut
/.rub:mg(.rn-huhrmgcm hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
(Bagoes Soenargo, 1988 2).
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Menurut AP Parlindungan (1983 - 33-34). landreform adalah:

© memperbaiki hubungan manusia dengan 1anah, guna meningkatkan hasil
para petani, terutama dengan berbagai cara yang dikembangkan dengan
kebijakan poluik (political will). Dalam hal i political wil) kemudian
dikembangkan dengan  ketentuan-ketentuan legistatif, sehingga  dengan
demikian keadaan yang dicapai oleh petani akan terus berkembang bagi
peningkatan kesejahteraan mereka Political will yung dimaksudkan adalah
hahwa landreform itu akan memperbaiki hubungan antura manusia dengan
tanah. Sehingga mereka dapat hidup lavak melatui updya pertaniannya,
adapun yang dimaksud dengan manusia disini adalah tegas berorientasi pada
kepentingan petani, landiords spekulan tanah.

Tujuan landreform di Indonesia memiliki tiga tujuan pokok yaitu :

1. Tujuan sosial ekonomis, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat

dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak

milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian
suna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakvat;

Tujuan sosial politis, mengakhiri sistem tuan 1anah dan menghapuskan

pemilikan tanah vang luas, serta mengadakan pembagian vang adil atas

sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada
pembagian hasil yang adil pula;

3. Tujuan mental psikologis, meningkatkan kegiatan kerja bagi para petani
penggarap dengan jalan memberikan kepastian hukum dan kepastian hak
mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara
pemilik tanah dan petani penggarapnya (Bagoes Soenargo, 1988 - 3).

Lebih tegas, tujuan landreform di Indonesia adalah untuk mengadakan

[2

perubahan terhadap pemilikan tanah sehingga penggunaan tanah dapat lebih produktif
dan efisien. Dengan landreform maka tanah benar-benar memiliki fungsi sosial
(Rheena Effendy, 1971 : 28).

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa tujuan landreform yang
diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan taraf hidup
petant penggarap tanah sebagai landasan atay prasyarat untuk menyelenggarakan

pembangunan ekonomi yang menwu masvarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
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2 Pengertian Gzdai Tanah

Istilah gadai tanah menurut Ter Har Bzn (1960 - 93) adalah perjanjian yang
menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menernima tunai sejumiah uang,
dengan permufakatan bahw si penyerah akan berhak mengembalikan tanah ity ke
dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumiah uang yang sama, maka
perjanjian (transaks:) sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan konsekuensi
dinamakan gadai tanah (sawah) (grond verponding).

Mengenai kapan waktu penebusan kembali ity akan dilakukan oleh penggadai
teserah pada kehendak dan kemampuan si penggadai, pemegang gadai tidak boleh
memaksakan kehendaknya pada penggadai (pemberi gadai) agar tanah gadainya
ditebus. Pemegang gadai dalam meperlakukan tanah ity hanva terbatas oleh
kemungkinan kewajibannya menyediakan untuk dikembalikan hepada si pemben
gadai bila ditebusnya kembali. Jadi bilamana membuat perjanjian .;uul- alas tanah i,
maka kemungkinan mengembalikan tadi harus tetap diadakan, artinya pemegang
gadai hanya boleh menggadaikan terus tanah ity (tidak boleh dijual lepas pada orang
lain). Kemungkinan ini adalah suatu pertolongan juga bagi si pemegang gadai bila ia
butuh uang, tetapi si pemben gadai itu tidak mau atay tidak dapat menebus, maka si
pemegang padai sama sekali tidak dapat menuntut kembalinya uang padai. tetapi
memang si pemegang gadai boleh menggadatkan tanah itu kepada orang lain (Ter
Haar Bzn, 1960 : 95).

Di dalam Penjelasan UU No.56/Prp/1960 angka (9) disebutkan bahwa yang
dimaksud gadai adalah hubungan antara sescorang dengan tanah kepunyaan orang
lain, vang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar
lunas maka tanah ity tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi
(pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai,
yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah ity
lergantung pada kemauan dan kemamuan vyang menggadaikan. Banyak gadai yang
berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh
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para ahli waris penggadai dan pemegang gadai karena penggadai dan pemegang
gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.

Dalam hubungan dengan penebusan tersebut, untuk hak gadal atas tanah
pertanian di atur dalam pasal 7 UU No.56/Prp/1960 yang menyatakan kepada siapa
yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atay
lebih, wajib mengembalikan tanah ity kepada pemiliknya dalam waktu sebulan
setelah tanaman vang ada selesai dipanen dengan tiada hak untuk menuntut
pembayaran uang tebusan, dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
10.000.- (Hilman Hadikusuma, 1982 - 139).

Dengan lahirnya Undang-Undaug Pokok Agrana vang lahir pada tanggal 24
September 1960 maka gadal tanah pertanian di Indonesia sudah selayaknya mengacu
pada ketentuan Undang-Undang no 56/1960, dalam pasal 7 UUPA tersebut. Jad
dengan demikian tidak dibenarkan lagi adanya gadai tanah vang berlangsung sampai
berpuluh-puluh tahun.
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3.1 Kebijakan pertanahan di Indonesia menurut Undang — Undang Nomor
S56/Prp/1960

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang No. 56/Prp/1960 sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 adalah sebuah
upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila. Salah satu upaya itu diwujutkan dalam pasal 7 Undang-Undang
No.5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, vang secara tersirat
dijelaskan bahwa, agar tidak merugikan kepentingan umum . maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Alasan mendasar yang terkandung dalam pasal 7 Undang-Undang
No.5/1960 adalah mengacy pada kondisi para petani di Indonesia yang pada saat
itu (tahun1960-an) mayoritas (60%) masih belum memiliki tanah garapan.
Sebagaian dari mereka hanya sanggup menjadi buruh tani dan sebagaian lagi
mengerjkan tanah milik orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam
hubungan perjanjian bagi hasil. Bagi petani yang telah memiliki tanah, ternyata
luasnya pun sebagaian besar Juga masih dibawah satu hektar(rata-rata 0,5-0.6
hektar), yang tentu saja tidak cukup layak untuk mencapal kemakmuran dan
kesejahteraan (Loekman Sutrisno dan Noer Fauzi,1995: 11,

Sebaliknya, diantara Para petani vang tidak mamiliki tanah tersebut
ternyata masih banyak pula para petani yang memiliki tanah puluhan, ratusan.
bahkan ribuan hektar. Tanah-tanah tersebut tidak semuanya dimiliki dengan status
hak milik. Sebagaian dikuasai dengan cara menerima gadai dan sewa dari petani-
petani yang tidak mampu dan tidak mempunyai modal untuk menggarap
tanahnya.

Jika didasarkan pada para petani yang memiliki tanah dengan status hak
milik,menurut catatan di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanya
terdapat lima ribu CMpat ratus orang yang mempunyai sawah vang luasnya lebih

dari 10 hektar {diantaranya terdapat 1.000 orang yang mempunyai tanah lebih dari

15
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20 hektar). Untuk tanah kering, yang mempunyati tanah lebih dari 10 hektar hanya
[1.000 orang, 2.700 diantaranya memiliki lebih dari 20 hektar. Jika hal inj
dibandingkan dengan jumlah orang yang menguasai dengan hak gada atau sewa,
orang yang memiliki tanah dengan status hak milik tersebut jauh lebih kecil

Tanah ratusan bahkan ribuan hektar vang dimilki para tuan tanah
sebagaian besar biasanya diambil dari para petani vang tanahnya tidak cukup,
yang karena keadaan terpaksa menggadaikan kepada orang-orang kaya tersebut.
Biasanya orang yang menguasal tanah-tanah yang luas itu tidak dapat
mengerjakannya sendiri, Tanah-tanahnya dibagi hasilkan pada petani-petani yang
tidak punya atau tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak Jarang bahwa dalam
hubungan gadai para pemilk yang menggadaikan tanhnya tersebut kemudian
menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi hasil. Tidak Jarang pula
bahwa tanah-tanah vang luas itu tidak diusahakan (dibiarkan terlantar) karena
yang menguasai tidak dapat mengerjakan sendiri. Jelas hal ini bertentangan
dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian (Penjelasan
Umum angka (1) UU No.56/Prp/1960),

Melihat dasar di atas, dapat disimpulkan bahwa realitas yang menunjukan
tidak seimbangnya kepemilikan tanah antara yang memiliki secara berlebihan
dibandingkan dengan sebagian besar petani yang tidak mempunyai atau tidak
cukup tanah yang dimilikinya, sudah dapat dipastikan bahwa keadaan demikian
bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia, padahal asas sosialisme Indonesia
menghendaki pembagaian tanah Yang merata agar tercipta kedilan dan pemerataan
atas hasil-hasilnya. Dikuasainya tanah- tanah yang luas ditangan sebagaian kecil
para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek
pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil dan lain-lain), hal mana
bertentangan pula dengan prinsip sosialisme | ndonesia.

Berkaitan dengan itu maka cukup relevan jika pemerintah pada saat ity
scgera mengeluarkan kebijakan melalyi Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dengan
cara membatasi kepemilikan tanah secara maksimum dan minimum. Jika para
petani telah memiliki tanah secara merata, maka dampak yang diharapkan oleh

pemerintah adalah peningkatan hasil produksi pertanian karena para petani akan
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lebih giat dalam menggarap tanahnya vang dimilikinya sendiri dengan status hak
milik. Disamping  pembatasan maksimum  minimum pemerintah  juga
mengeluarkan kebijakan lainnya yang dapat mendukung  upaya peningkatan
Kesejahteraar: hidup para petani dengan membuka lahan bary diluar pulau Jawa
guna mengurangi kepadatan penduduk dengan menyelengparakan transmigrasi

dan industrialisasi (Penjelasan Umum angka (3) UU No.56/Prp/1960).

3.1 Penetapan Luas Batas Meaksimum
Luas maksimum ditetapkan untuk tiap daerah tingkat I dengan
memperhatikan keadaar. daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut:

1. tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi;

o

kepadatan penduduk:

LIS

jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan

tanah kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak:

4. besarnya usaha tanj yang sebaik-baiknya (the bes Jfarmsize) menurut
kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani:

5. tingkat kemajuan tehnik pertanian yang berkembang (Penjelasan Umum angka
(7) huruf a UU No.56/Prp/1960).

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas khususnya tentang perbedaan dan
karakteristik tanah serta perkembangan populasi di berbagai daerah, maka perlu
pula kiranya untuk mengkriteriakan dalam dua perbedaan. Untuk membedakan
daerah yang didasarkan pada tingat populasi masyarakat maka dibagi dengan cara
mengkriteriakan antara daerah yang sangat padat, cukup padat, dan kurang padat .

Pembedaan jenis daerah tersebut dituangkan dalam lampiran Undang-Undang
No.56/Prp/1960 vaituy:

E] Kepadatan penduduk tiap kilometer Golongan daerah |
persegi

A [Sampai 50 Tidak padat

B |50 sampai 250 |Kurang padat

C _[251 sampai 400 Cukup padat

D 1401 keatas Sangat padat

Sumber data : UU No.56/Prp/1960
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Khusus untuk masalah perbedaan kondisi tanah maka di kriteriakan tentang batas
untuk tanah sawah dan tanah kering. Pembagaian kriteria tersebut dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut -

Di daerah yang : Sawah (hektar) |tanah keri ng (hektar)
1. |Tidak padat 15 20
2. {Padat :

a kurang padat 10 12

b cukup padat 7,5 9

¢ sangat padat 5 6

Sumber data : UU No.56/Prp/1960

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa untuk tanah kering
batasnya adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20 persen di
daerah daerah yang padat dan 30 persen di daerah vang tidak padat. Khusus untuk
daerah kering adalah 15 sampar 20 hektar tanah kering . Untuk daerah-daerah
yang sangat padat maka angka-angka itu masing- masing 5-6 hektar. Jika sawah
dipunyai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnya adalah palin g banyak
20 hektar, baik di daerah yang padat maupun vang tidak padat (Pasal |1 ayat (2)
UU No.56/Prp/1960).

Penentuan luas batas maksimum itu tidak hanya ditujukan pada tanah-
tanah yang berstatus hak milik. Luas batas maksimum Juga akan dikenakan pada
tanah-tanah kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan cara hak gadai, sewa dan
hak-hak lainnya. Namun khusus untuk tanah-tanah yang berstatus Hak Guna
Usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas seperti hak pakai
yang di dapat dari pemerintah, tidak dapat dikenai ketentuan maksimum. Letak
tanah-tanah itu juga tidak harus berada di satu tempat yang sama, bisa juga ada di
beberapa daerah,misalnya di dua atau ti ga daerah tingkat 11 yang berlainan.

Penetapan luas batas maksimum juga memakai dasar keluarga,biarpun
yang mewakili haknya adalah satuy orang. Maksudnya adalah tanah yang nantinya
akan dikenai luas batas maksimum adalah tanah yang dikuasai oleh seluruh
anggota keluarga tanpa terkecuali Jumlah anggota keluarga ditetapkan paling
banyak 7orang, J ika jumlahnya melebihi 7 orang maka bagi kelebihan keluarga itu
batas luas maksimumnya ditambah 10 persen, tetapi jumlah tambahan tersebut

tidak boleh lebih dari 50 persen. Walaupun demikian, jumlah tanah pertanian yang
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dikuasai oleh satu keluarga yang melebihi 7 orang tersebut, keseluruhannya tidak
boleh lebih dari 20 hektar baik sawah maupun tanah kering, Misalnya untuk
keluarga di daerah tidak padat dengan batas maksimum 15 hektar vang terdiri dari
IS anggota keluarga , maka batas maksimumnya dihitung sebagai berikut : Jumlah
tambahannya 8 x 10% x 15 hektar sawah, tapi tidak boleh lebih dari 7,5 hektar =
22,5 hektar. Tetapi oleh karena tanah yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih
dari 20 hektar. Kalau yang dikuasai itu tanah kering maka keluarga itu tidak
mendapat tambahan lagi, karena batas maksimum tanah kering untuk daerah yang
tidak padat sudah ditetapkan 20 hektar (Penjelasan Umum angka (7) huruf ¢ UU
No.56/Prp/1960).

Untuk mengetahui tentang orang-orang yang tanahnya melebihi luas batas
maksimum, di dalam pasal 3 Undang-Undang No.56/Prp/1960 ditetapkan dengan
cara mewajibkan kepada kepala keluarga untuk melaporkannya kepada Kepala
Agararia  Daerah Kabupaten/ Kota (Badan Pertanahan  Nasional) yang
bersangkutan dalam Jangka waktu tiga bulan sejak mulai berlakunya peraturan
tersebut. Disamping itu kepala Badan Pertanahan Nasional di daerah juga di tuntut
tkut berperan aktif mengumpulkan data-data tentang orang-orang yang memiliki
tanah melebihi ketertuan batas luas maksimum dalam upaya mengefektifkan
peraturan tersebut.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang No.56/Prp/1960 juga dijelaskan bahwa
pemerintah juga melarang setiap orang yang memiliki luas tanah melebihi luas
batas maksimal untuk memindahtangankan hak miliknya atas seluruh atau
sebagaian pada orang lain, kecuali atas ijin Kepala Badan Pertanahan Nasional
Daerah setempat. ljin tersebut hanya dapat diberikan Jika tanah yang haknya
dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum. Tujuanya adalah untuk mencegah
jangan sampai orang menghindarkan diri dari akibat penetapan batas |uas
maksimum. Bagian tanah yang selebihnya dari batas maksimum menurut pasal
17 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan © “7unah tanah
yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasut dalam ayat dua pasal
ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagaikan

kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
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Pemerintah”. Akan diambil kelebihan itu oleh pemerintah yang kemudian akan
diatur pembagiannya kepada para petani yang mebutuhkan. Untuk itu pemerintah
melarang bagaian tersebut dialihkan kepada pemilik atau pihak lain tanpa seijin
pemerintah.  Adapun bagaian tanah yang boleh terus dimiliki (sampai luas
maksimum )sudah barang tentu boleh dialihkan pada orang lain asal, peralihan itu
tidak mengakibatkan munculnya kepemilikan tanah dibawah 2 hektar. Jika
peralthan tanah tetap dilakukan tanpa sei}in pemerintah, maka sanksi yang
didapatkan selain hukuman kurungan dan atau denda berupa uang, pemindahan
tanah itu akan dianggap batal demi hukum, dan tanahnya dikuasai oleh negara
tanpa ada hak lagi bagi pemilik untuk menuntut kerugian apapun kepada negara
(Penjelasan pasal 4 UU No. 56/Prp/1960).

Berdasarkan ketentuan luas batas maksimum tersebut diatas, maka
diwajibkan bagi setiap orang beserta anggoata keluarganya yang memperoleh dan
menguasal tanah pertanian melebihi luas batas maksimum yang telah ditetapkan,
untuk melepaskannya dengan batas waktu paling lambat satu tahun setelah
berlakunya peraturan ini (pasal 6 Undang-Undang No. 56/Prp/1960),

Jika ketentuan pasal 3, 4,6 dan 9 (1) sebagaimana yang telah dijelaskan di
atas sampai dilanggar maka oarang tersebut akan dianggap telah melakukan
tindak pidana pelanggaran dengan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000. (pasal 10 ayat | Undang-
Undang No. 56/Prp/1960.

3.1.2 Penetapan Luas Batas A fintmum

Penetapan luas batas minimum bertujuan supaya tiap keluarga petan
mempunyai tanah yang cukup luas demi tereapainya taraf kehidupan yang layak.
Penetapan minimum tidak berarti, bahwa orang-orang yang mempunyai tanah
kurang dari batas minimum akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Pemerintah
Justru akan mengusahakan agar supaya semua petani bisa memiliki tanah paling
sedikit 2 hektar dengan Jjalan redistribusi tanah sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah No.224/1960 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Namun, berhubung banyaknya kendala dan faktor-faktor vang belum
memungkinkan dicapainya batas minimum  secara sekaligus dan keseluruhan
dalam wakty yang singkat, maka pelaksanaannva oleh pcmcrlmah-dilclapkan
dengan cara berangsur-angsur (taraf demi taraf). Ini sesuai dengan pasal 17 ayat
(4) Undang-Undang Pokok Agraria yang bunvainva -

“lercapainva batas mininnm termaksud dalam ayar | pasal ini, yang
akan ditetapkan  peraturan perundangan, dilaksanakan  secara berangsur-

angsur.”

Untuk taraf permulaan, penetapan minimum dimaksudkan untuk mencegah
dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal tindakan tersebut justru
akan menjauhkan upaya pemerintah dalam mempertinggi taraf hidup petani
melalui pemerataan luas tanah yang diinginkan.

Sehingga untuk itu didalam pasal 9 Undang-Undang No.56/Prp/1960
pemerintah memberikan ketentuan kepada petani yang memiliki tanah seluas 2
hektar atau kurang agar tidak mengalihkan sebagian tanahnya karena akan timbul
tanah-tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Jika ingin mengalihkan tanahnya
maka petani harus mengalihkan semuanya,

Tanah yang dialihkan Juga harus dialihkan kepada satu orang. Kalaupun
dialihkan kepada lebih dari satu orang, maka mereka yang menerima peralihan
tersebut masing-masing harus sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2
hektar. Atau dengan peralihan tersebut masing-masing orang paling sedikit sudah
memiliki tanah seluas 2 hektar.

Walaupun ada sescorang yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar, larangan
itu tetap akan diberlakukan, Jika karena peralihan itu timbul bagian atau bagian-
bagian yang luasnya kurang dari 2 hektar. Peralihan untuk sebagian tanah hanya
diperbolehkan, jika yang menerima sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit
2 hektar, atau sebelum peralihan tanah ity sistem penerima sudah memilki tanah
pertanian paling sedikit 2 hektar. Peralihan sebagian tanah Juga diperbolehkan Jika
si penerima telah memiliki tanah paling sedikit 2 hektar dan sisa tanah dari orang
yang mengalihkan masih tersisa dua hektar. Misalnya, tanah seluas 3 hektar boleh

dijual 1 hektar kepada Seseorang yang telah memiliki tanah seluas 2 hektar pula.
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Berarti sisa tanah yang tidak dijual mas.h seluas 2 hektar (Penjelasan pasal 9 UU
No.56/Prp/1960).

Jika terdapat dua orang atau lebih yang memiliki tanah pertanian yang
luasnya kurang dari dua hektar, dalam waktu satu tahun mereka diwajibkan untuk
menunjuk  seorang diantara mereka untuk menjadi pemilik tanah itu, atau
memindahkannya kepada orang lain. Jika tidak mau melaksanakannya maka
menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk akan menunjuk salah seorang diantara
mereka untuk memilki tanah itu atau menjualnya kepada pihak lain (pasal 9 ayat
(2) UU No.56/Prp/1960).

Larangan pengalihan sebagian tanah vang berakibat timbulnya bagian
tanah dibawah dua hektar tersebut pada dasarnya hanya berlaku pada pengalihan
yang bersifat jual beli ataupun pengalihan lain yang sifatnya berpindah tangan
sécara permanen. Larangan pengalihan t1anah tersebut tidak berlaku bagi
pembagian tanah warisan. Namun khusus mengenai bagian warisan tanah
pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. (Pasal 9 ayat (3) UU No.56/Prp/1960),

3.1.3 Ketentuan Gadai Tanah Pertanian

Dalam pasal 7 ayat | Undang-Undang No.56/Prp/1960 ditetapkan bahwa
bagi setiap orang yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, sejak
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5/1960) yang
sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu
kepada pemiliknya dalam waktu saty bulan setelah tanaman vang ada selesai
dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

Asumsi yang dipakai adalah didasarkan pada kenyataan yang ada, dimana
di dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai jauh melebihi
bunga yang layak dibandingkan dengan uang yang dipinjamkan. Menurut
perhitungan, maka uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang
gadai dari hasil garapan tanahnya dalam Jangka waktu lima sampai sepuluh tahun.
dengan ditambah bunga vang layak (10 %) untuk itu cukuplah adil 11Ka tanah-

tanah yang sudah digadaikan selama tujuh tahun (angka tengah antara ima sampai
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(V%)

sepuluh tahun atau lebih harus dikembalikan kepada si pemilik tanah tentang
kewajiban untuk membayar uang tebusan. Karena penerima gadai telah menerima
uang tebusan secara tidak langsung dari hasil tanah gadai yang digarapnya. Jika
penerima gadai tidak segera mengembalikan tanah gadainya maka akan diancam
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 10.000.- sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf b (Undang-
Undang No.56/Prp/1 960).

Bagi hak gadai yang belum berlangsung selama tujuh tahun, maka pemilik
tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada
selesai dipanen; dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut
rumus ;

(7 = ¥2) — waktu berlangsune hak gadai X nilar gadai tanah
7
Contoh penerapan rumus tersebut - misalnya, besarnya uang gadai Rp 14.000.-

dan gadai sudah berlangsung selama tiga tahun maka uang tebusannya adalah

sebesar :

71/2-3xRp 14.000.- = Rp 9.000,-
¥

Hasil yang diterima oleh pemegang gadai selam tiga tahun dianggap sebagai tiga

kali angsuran @ Rp 2.000,- ditambah bunganya. Faktor maksudnya sebagai
ganti kerugian bila gadainya tidak berlangsung sampai tujuh tahun.

Menurut  yurisprudensi  Mahkamah Agung  No.420/K/Sip/1968 dan
No.810/K/Sip/1970, ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 sifatnya
adalah memaksa. Jika tanah gadai sawah maupun kebun tidak ditebus atau
diambil kembali oleh peraberi gadai dalam jangka waktu 40 tahun, maka pemberi
gadar akan dianggap telah melepaskan  haknya  untuk menebus  gadai
(yurisprudensi Mahkamah Agung No.2422/Sip/1981).
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3.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi Undang-Undang Nomor S6/Prp/1960
Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Agraria Di Indonesia

Undang-Undang No.56/Prp/1960  pada dasarnya adalah  bentuk
perwujudan dari pasal 7 Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria yang bunyinya

“Untuk  tidak  merugikan kepentingan  umum  maka pemilikan  dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. "

Secara tersirat makna dari pasal tersebut diatas diartikan sebagai upaya
perwujudan keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas masih
berprofesi sebagai petani, melaluj pemerataan dalam kepemilikan tanah pertanian.

Realitas yang terjadi pada saat itu khususnya pasca kemerdekaan Republik
Indonesia, fenomena kepemilikan tanah vang berlebihan vang bahkan sampai
ratusan hektar marak terjadi. Kepemilikan tanah yang berlebihan tersebut pada
dasarnya diperoleh dari Jual beli maupun gadai. Fenomena itu terjdi karena
kondisi kehidupan para petani di Indonesia sebagian besar masih miskin sehingga
tidak mampu untuk menggarap tanahnya sendirt. Untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya itulah maka para petani secara terpaksa harus rela menggadaikan atau
menjual tanahnya kepada orang yang kaya. Implikasi pada akhirnya telah
memunculkan tuan tanah-tuan tanah (lundlord) yang menguasal tanah ratusan
bahkan ribuan hektar.

Melihat fenomena tersebur, sudah sangat wajar jika pemerintah kemudian
berinisiatif untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara mengeluarkan
Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Dengan peraturan tersebut pemerintah telah menetapkan batas kepemilikan tanah
baik maksimum maupun minimum. Disamping itu pemerintah Juga mengatur
lentang tata cara penebusan hak gadai yang lebih adil ( pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang No.56/Prp/1960),

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan akan tercapai kepemilikan
tanah yang lebih merata dan layak dengan batas minimum dua hektar. Dengan
batas minimum dua hektar tersebut diharapkan akan membanty meningkatkan

taraf hidup petani kita.
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Di dalam perkembangannya, keadaan Undang-Undang No.56/Prp/1960
lemyata harus berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Orde Baru yang berakibat udak
efektifnya Undang-Undang No.56/Prp/1960 itu sendiri. Pola kebijakan Orde Baru
yang mementingkan akumulasi modal telah merubah paksa fungsi sosial tanah
menjadi alat komoditas,

Lebih tegas lagi, Noer Fauzi (1996:44) menyatakan bahwa kebi jakan Orde
Baru memang sama sekali tidak menjadikan pengadaan tanah (landreform)
sebagai basis, sebaliknya justru memberlakukan kebijakan pengadaan tanah untuk
swasta modal besar (landmarker), dengan intervensi langsung dari pemerintah
vang bersifat ekstra ekonomi. Implikasinya adalah dua persoalan mendasar yakni
tentang penguasaan tanah yang timpang dan banyak munculnya sengketa tanah.

Dengan menjadikan tanah sebagai komoditas strategis, pemerintah Orde
Baru berharap akan bisa menarik investor asing guna menanamkan modalnya di
Indonesia. Bukti bahwa tanah dijadikan alat komoditas oleh pemerintah Orde
Baru, seperti apa yang dikutip oleh Gunawan Winardi (1996:33) adalah pada saat
Kepala Badan Pertanahan Nasional membawakan pidatonya vang berjudul
“Tanah Sebagai Komoditas Strategis Dalam Menghadapi Pembangunan Jangka
Panjang (PJP) 1I”, dalam acara Dies Natalis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta tanggal 2 April 1994 Di akhir makalahnyva Kepala Badan Pertanahan
Nasional mengemukakan bahwa tanah sebagai komoditas strategis ditujukan
untuk

tersedianya tanah yang sesuai bagi setiap sckior pembangunan sehingga
dapat mendorong investasi yang seluas-luasnyva dun sebesar-besarnva dalam
rangka menunjang lercapainya tingkat pertumbuhan ckonom Vvang diturgetkan
sebesar 7 % per tahun daiam | ‘embangunan Jangka | ‘anjang (PJPy 1] ... "

Akibat menjadikan tanah sebagai komoditas strategis dengan cara
memberikannya kepada investor untuk dikelola dalam proyek industrialisasi, telah
mengakibatkan banysknya petani di Indonesia yang harus kembali kehilangan
tanah garapannya. 7anah-tanah pertanian milik para petani yvang dikuasai

berpuluh-puluh tahun dengan status hak milik telah disulap oleh Orde Baru


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

menjadi hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam provek-provek
perkebunan besar dan industri Untuk lebih lanjut, banvak petani vang terpaksa
harus beralih profesi sebagai buruh perkebunan maupun profest lainnya, yang
Justru semakin membuat hidup para petani menjadi miskin.

Pada hakekatnysz pembangunan yang dilakukan Orde Baru tidak akan
bertentangan dengan kebijakan landreform yang berupaya mensejahterakan para
petani melalui pemerataan tanah Jika saja Orde Baru dalam memberikan tanah-
tanah untuk dikelola oleh para investor tersebut tidak mengambil lahan-lahan
produktif (pertanian). Mestinya tanah-tanah yang bisa dikomoditaskan adalah
tanah-tanah yang tidak produktif Jika untuk proyek industrialisasi sehingga nilai
dari tanah tersebut bisa bertambah (Arief Budiman, 1996:15),

Namun dalam realitasnya, justru tanah-tanah yang dibebaskan guna
pembangunan tersebut ternyata sebagian besar merupakan tanah-tanah produktif
milik petani yang bersifat sebagai tulang punggung kelestarian swasembada
pangan di negara kita. Hal ini jelas akan berdampak pada munculnya proses
kemiskinan yang akan berkembang sebagai akibat dari banyaknya petani yang
kehilangan tanahnya.

Program pencetakan sawah baruy vang dituangkan dalam Keputusan
Presiden No.54/1980 sebagai upaya untuk meminimalisir proses kemiskinan para
petani dengan cara membuka lahan persawahan baru melalui proyek transmi grasi
untuk mengganti lahan pertanian yang diambil untuk proyek industri, ternyata
Juga tidak cukup membantu, karena cukup banyak kesulitan-kesulitan yang harus
dihadapi dalam proses pencetakan sawah baru tersebut. Hal ini disebabkan oleh
lahan yang tidak subur karena berstatus lahan kering dan ditambah dengan akar-
akar sisa penebangan pohon yang semakin menyulitkan penggarapan lahan.
Akibatnya, laju lahan sawah yang beralih fungsi sangat tidak sebanding dengan
lahan pengganti di luar Jawa (Loekman Sutrisno, 1993:46).

Melihat arah kehijakan pembangunan Orde Baru sebagaimana tersebut
diatas dapat dilihat bahwa Semangat pembangunan yang diciptakan memang
sudah jauh melenceng dari semangat pembaharuan agraria yang telah dicanangkan

sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.5/1960 Pergeseran masyarakat agraris
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yang terlalu dipaksakan menuju masyarakat industri oleh pemerintah Orde Baru
telah berakibat terabaiakannya kehidupan para petani sehingga tidak mampu ikut
menikmati hasil yang telah diciptakan. Inilah kendala pokok mengapa Undang-

Undang No.56/Prp/1960 tidaklah mampu berlaku secara efektif

3.3 Relevansi Undang-Undang Nomor S6/Prp/1960 Dalam Menghadapi

Masalah Pertanahan Di Indonesia Saat ini

Proses reformasi vang digulirkan sejak tahun 1998, ternyata telah
menimbulkan perubahan besar dalam perkembangan sosial masyarakat Indonesia
khususnya di bidang pertanahan. Konflik-konflik pertanahan yang di masa Orde
Baru relatif bisa diredam. di era reformasi ini kembali mencuat bahkan telah
mengarah pada radikal’sasi kaum tani di Indonesia. Beberapa catatan kasus dari
radikalisasi para pesani tersebut, khususnya vyang terjadi di Jember adalah
sengketa tanah Sukorejo, Ketajek, Curahnongko, Renes, Mangaran dan beberapa
kasus tanah lainnya. Kesemua kasus tersebut merupakan konflik pertanahan yang
terjadi antara rakyat dengan pemilik modal dan pemerintah.

Maraknya konflik pertanahan saat ini pada dasarnya tidak lebih dari
sebuah luapan dari akumulas;i ketertindasan kaum tani selama 30 tahun. Kebijakan
pembangunan Orde Baru yang memaksa masyarakat menuju proses industrialisasi
dengan cara mengorbankan kehidupan para petani telah berakibat mandegnya
upaya pembaharuan hukum agraria di Indonesia.

Perubahan fungsi tanah dari fungsi sosial menjadi alat komoditas untuk
menarik para investor selama Orde Baru, sudah sepatutnya untuk disesuaikan
kembali, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia saat ini khususnya yang ada
di pedesaan, masih merupakan masyarakat agraris yang lekat dengan kehidupan
pertanian.

Efektifitas kebijakan landreform sebagai upaya kelanjutan pembaharuan
agraria yang sempat terhenti selama Orde Baru sangat diperlukan untuk mengatasi
masalah pertanahan saat ini Proyek-proyek perkebunan besar dengan status Hak
Guna Usaha yang dikelola investor pada dasarnya sangatlah merugikan para

petani. Sebab para peiani sebagai pemilik awal lahan pertanian maupun
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perkebunan sebelum diganti rugi oleh investor untuk memperoleh stahus Hak
Guna Usaha, pada akhirnya memaksa para petani untuk beralih profesi menjadi
buruh tani, buruh perkebunan dan pekerja kasar lainnya.

Jika dikaitkan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi,
air dan kekavaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan sebesar-
besarnva untuk kemakmuran rakyat” | pola kebijakan tersebut Jelas sangat
bertentangan dengan corak perekonomian kita yang berlandaskan pada asas
kekeluargaan. Dari beberapa catatan yang ada, tanah-tanah yang berstatus Hak
Guna Usaha dan dikuasai oleh investor juga banyak yang tidak dikelola secara
baik. Bahkan tidak jarang tanah-tanah yang dulu menjadi lahan-lahan subur milik
para petant, ketika dikuasai oleh investor menjadi tanah-tanah terlantar vang sama
sekali tidak tergarap (Lockman Sutrisno, 1993-49). 7

Di sisi lainnya, dengan melihat kondisi masyarakat petani di Indonesia
saat ini yang miskin, tidak jarang telah membuat para petani terpaksa harus
menjual lahannya kepada orang lain. Tingginya biaya pengolahan tanah dan
perawatan tanaman mulai dari harga pupuk, obat-obatan dan tidak terawatnya
irigasi, merupakan penyebab utama vang membuat petani  saat ini sulit
mengembangkan lahan garapannya, sehingga terpaksa harus menjual lahannya.
Bahkan tidak jarang hasil panen ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan
biaya vang dikeluarkan untuk pengolahan tanah dan perawatan tanaman Padahal
biaya-biaya yang dipakai untuk membeli pupuk dan obat-obatan sebagian besar
diperoleh para petani dengan jalan hutang. Melihat kondisi ini, akhirnya
menyebabkan para petani menggadaikan atau menjual tanahnya untuk menutupi
hutang dan membiayai kehidupan keluarganya karena musim paceklik dan
bangkrut.

Akibatnya, saat inj penguasaan tanah-tanah vyang melebihi batas
maksimum kembali marak terjadi. Tuan tanah-tuan tanah di Indonesia kembali
bermunculan dengan menguasal tanah ratusan hektar dengan cara membeli atau

menerima gadai.

Dengan mengacu pada dua alasan tersebut diatas, perubahan hak milik

menjadi Hak Guna Usaha secara besar-besaran terhadap lahan pertanian dan
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mular maraknya tuan tanah-tuan tanah yang baru, maka keberadaan Undang-
Undang No.56/Prp/1960 saat ini perlu untuk dkembali. Dengan efektifnya
Undang-Undang No.56/Prp/1960 diharapkan kehidupan para petani di Indonesia
saat ini bisa terangkat. Disamping itu, pemantapan pembangunan pada sektor
pertanian bisa dimulai kembali, walaupun proses industrialisasi tetap dijalankan.

Efektifitas Undang-Undang No.56/Prp/1960 dapat dilakukan dengan
menerapkan kembali batas maksimum dan batas minimum serta menertibkan
gadal tanah yang sama sekali mengabaikan pasal 7 Undang-Undang
No.56/Prp/1960. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi munculnya tuan tanah-
tuan tanah baru yang menguasai tanah petani secara berlebihan. Disamping itu,
terhadap Hak Guna Usaha yang ditelantarkan oleh investor, dapat dicabut sesuai
dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan-
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bunyinya -

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dun negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dupat dicabut, dengun
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh Undang-
Undang.”
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

(8]

Kebijakan pembaharuan  hukum agraria  di Indonesia bertujuan  untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Khususnya para petani.
Kebijakan pembaharuan agraria tersebut dituangkan dalam UU No.5/1960 tentang
Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta UU No.56/Prp/1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 UU No.5/1960 mensyaratkan
adanya pemerataan tanah terhadap para petani, yang kemudian melalui UU
No.56/Prp/1960 ditetapkan luas batas kepemilikan tanah secara maksimum dan
minimum. Disamping ity UU No.56/Prp/1960 juga telah mengatur masalah gadai
tanah yang lebih adil dan menguntungkan para petani pemilik tanah. Dengan
kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan taraf hidup petani Indonesia dapat
ditingkatkan.

Kebijakan pembangunan Orde Baru ternyata telah bertentangan dengan semangat
pembaharuan hukum agraria Indonesia. Orde Bary telah mengubah fungsi tanah
yang semula sebagai fungsi sosial dijadikan sebagai alat komoditas untuk menarik
para mvestor asing. Akibatnya, banyak tanah-tanah pertamun vang dikuasar oleh
investor untuk pengembangan proyek-provek industrialisasi dan pci‘kchun;m
Sehingga para petani pemilik tanah harus kehilangan lahannya dan memaksa
mereka beralih profesi menjadi buruh tani. buruh perkebunan dan pekerja kasar
lainnya.

Maraknya konflik pertanahan saat ini pada dasamya adalah sebuah bentuk
akumulasi emosi para petani akibat pemarjinalan dan proletarisasi yvang dilakukan
oleh pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun kepada mereka. Bahkan sebagian
konflik yang muncul tersebut telah mengarah pada bentuk “radikalisasi kaum
tani” yang bisa dilthat melalui gerakan para petani yang mencoba merebut

kembali tanahnya melalui Jalan kekerasan. Konflik tersebut may ndak mau harus
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diredam dan dicarikan solusinya. Satu-satunya solusi yvang paling bijak adalah
dengan memberikan keadilan kembali terhadap hak-hak para petam yang selama
Orde Baru diberangus. Pemberian hak-hak petani tersebut adalah dengan cara
mengefektiftkan  kembali UU No.56/Prp/1960  sebagai  bentuk manifestasi

pelaksanaan landreform di Indonesia.

Saran-Saran

28

(R

Pembaharuan  Hukum Agraria di Indonesia tetap  perlu  diupavakan dan
direlevansikan dengan oerkembangan masyarakat Indonesia. Sebab saat ini masih
banyak para petani vang tidak memiliki lahan dan hanya mampu menjadi buruh
tani dan buruh perkebunan khususnya yang ada di daerah-daerah pedesaan.
Proyek-proyek industrialisasi yang saat ini masih berjalan, sudah sepatutnya tidak
mengambil lagi lahan-lahan pertanian yang produktif. Proyek industrialiasasi
akan lebih  sinergis dengan pemantapan sektor pertanian di Indonesia jika
industrialiasi yang dilaksanakan khususnya yang membutulikan tanah diarahkan
pada pemanfaatan tanah yang sama sekali tidak produktif atau minimal bukan
lahan pertanian milik petani. Dengan demikian maka proyek industrialisasi tidak
akan berbenturan dengan kebijakan landreform di Indonesia.

Efekufitas UU No.56/Prp/1960 dapat dilakukan dengan cara menerapkan kembali
batas minimum dan maksimum serta menertibkan gadai tanah yang sama sekali
mengabaikan pasal 7 UU No.56/Prp/1960. Hal ini dimaksudkan untuk
meminimalisir  kembali terjadinya tuan-tanah-tuan tanah bary yang memiliki
tanah para petani secara berlebihan Disamping itu, terhadap HGU-HGU vyang
diterlantarkan oleh pemilik modal, dapat dicabut sesuai dengan ketentuan pasal

18 UU No.5/1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
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TABEL LUAS TANAH SENGKETA

. DAERAH LUAS (Ha)
Jenggawah + 2.700 Ha
Sukorejo + 354Ha
Curahnongko + 320Ha

Sumber : BPN Jember
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